






1.1 Latar Belakang 
Pemerintah Indonesia memandang peranan penting investasi asing
1
  dalam  
upaya pencapaian misi percepatan pembangunan ekonomi di era kepemimpinan 
Joko Widodo.
2
 Kebijakan investasi menjadi aspek yang terus diperhatikan dan 
ditekankan dalam upaya mengoptimalkan segala bentuk investasi asing yang 
masuk ke Indonesia. Namun, beberapa kebijakan terkait investasi justru terlihat 
deskriminatif dan hanya menguntungkan satu negara tertentu atau dalam hal ini 
yaitu Tiongkok.
3
 Kebijakan investasi pro Tiongkok tersebut telah mencakup 
berbagai sektor khususnya sektor infrastruktur di Indonesia. 
Kebijakan investasi asing pro Tiongkok di era Joko Widodo 
dimanifestasikan dalam bentuk tindakan dan perlakuan khusus yang diberikan. 
Tindakan dan perlakuan khusus tersebut yaitu pembukaan desk khusus investor 
Tiongkok, penandatanganan nota kesepahaman tentang investasi antara Indonesia 
– Tiongkok, dan keputusan Indonesia memilih Tiongkok sebagai mitra investasi 
pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung.  
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 Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007, Investasi asing adalah kegiatan menanam 
modal untuk melakukan melakukan di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh 
investor atau penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun 
yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri . 
2
 Bambang Brodjonegro, 2016, Peluang Investasi Demi Pertumbuhan, Unit Intelijen The 
Economist, hal. 21.  
3
Jokowi Signal Breaks With `Thousand Friends` Foreign Policy `, Jakarta Globe, diakses dari 
http://www.jakartaglobe.beritasatu.com/news/jokowi-signals- 
-with-thousand-friends-foreign-policy (25/03/2017, 16.25 WIB). 
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Kebijakan investasi pertama yang mengindikasikan Indonesia pro 
Tiongkok dalam hal investasi yaitu pembukaan desk khusus investor Tiongkok di 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
4
 Pembukaan desk khusus di 
BKPM tersebut memiliki tujuan untuk mempermudah keberlangsungan 
pengurusan dan informasi bagi investor Tiongkok tentang mekanisme investasi di 
Indonesia.
5
 Hal tersebut merupakan satu kebijakan baru bidang investasi di era 
Joko Widodo yang belum pernah diterapkan di era-era sebelumnya. Kebijakan 
pembukaan desk khusus tersebut terlihat diskriminatif karena hanya 
menguntungkan investor yang berasal dari Tiongkok.  
Kebijakan investasi  kedua yang menunjukkan Indonesia pro Tiongkok di 
bidang investasi yaitu penandatangan 12 nota kesepahaman Memorandum of 
Understanding (MoU) antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden 
Indonesia Joko Widodo di tahun 2015.
6
 12 Memorandum of Understanding 
(MoU) berhasil disepakati hanya dalam satu kali pertemuan  yang ditujukan untuk 
pembangunan proyek besar di bidang infrastruktur seperti bendungan, jalan tol, 
kereta cepat, dan pelabuhan. Nilai yang disepakati dari kerjasama investasi 
tersebut yaitu lebih dari 1,667 miliar US Dollar dan menjadi yang terbesar 
sepanjang sejarah Indonesia menjalin kerjasama investasi asing dengan Tiongkok 
maupun dengan negara lainnya. Hal tersebut merupakan suatu jalan baru yang 
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Badan Khusus Penanaman Modal (BKPM), Desk Khusus Tiongkok Hadir Untuk Fasilitasi 
Investor, diakses dari 
http://www2.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Siaran_Pers_BKPM_02052016_-




Kunjungan Kenegaraan Presiden Jokowi Ke Jepang dan Tiongkok Menurut Media Asing, diakses 
dari http://www.presidenri.go.id/internasional/liputan-media-lokal-jepang-dan-cina-tentang-
kunjungan-kenegaraan-presiden-jokowi.html (04/ 05/ 2017, 09.47 WIB). 
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diterapkan oleh Joko Widodo untuk melakukan menjalin kemitraan investasi 
secara serius dan semakin memperkuat indikasi orientasi Indonesia pro Tiongkok 
di era Joko Widodo. 
Kebijakan investasi ketiga yang menunjukkan Indonesia pro terhadap 
Tiongkok dalam hal investasi asing yaitu melalui keputusan Indonesia memilih 
Tiongkok sebagai mitra investasi dalam pembangunan infrastruktur khususnya 
terkait kereta cepat yang akan melintasi Jakarta hingga Bandung.
7
 Keputusan 
Indonesia memilih Tiongkok sebagai mitra investasi dalam pembangunan 
infrastruktur khususnya transportasi merupakan satu hal baru dalam sejarah 
investasi Indonesia. Karena apabila diruntut secara historis tentang mitra 
kerjasama Indonesia dalam hal investasi bidang infrastruktur transportasi, Jepang 
telah menjadi mitra strategis Indonesia sejak lama. Keputusan Indonesia memilih 
Tiongkok sebagai mitra pembangunan infrastruktur khususnya bidang transportasi 
kereta cepat mendapat respon dari Perdana Menteri Shinzo Abe yang menyatakan 
kekecewaannya atas keputusan tersebut.
8
 Hal itu menunjukkan bahwa ada 
perubahan yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal investasi khususnya di bidang 
investasi infrastruktur transportasi yang kini lebih memilih Tiongkok sebagai 
mitra strategisnya dibandingkan mitra lama sebagaimana di era era sebelumnya. 
Dari uraian-uraian diatas, dapat dilihat bahwa Indonesia di era Joko 
Widodo sedang berusaha meningkatkan pertumbuhan investasi asing guna 
                                                          
7
VOA Indonesia, Bangun Jaringan Kereta Api Berkecepatan Tinggi, Indonesia Berunding dengan 
Tiongkok, diakses dari http://www.voaindonesia.com/a/indonesia-berunding-dengan-Tiongkok-
untuk-bangun-jaringan-kereta-api/2986779.html (02/05/2017, 20.16 WIB). 
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Asia Times, Japan loses Indonesian train contract to China, diakses dari 




membantu pencapaian misi percepatan pembangunan ekonomi di dalam negeri. 
Namun yang perlu digaris bawahi yaitu, kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal 
investasi asing di era Joko Widodo hanya berorientasi pada negara tertentu, atau 
dalam hal ini Tiongkok. Sehingga dalam penelitian ini menarik untuk dibahas 
tentang rasionalitas Indonesia terkait kebijakan investasi asing pro Tiongkok di 
era Joko Widodo.  
1.2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan 
dibahas adalah: 
Bagaimana rasionalitas kebijakan investasi asing pro Tiongkok di era Joko 
Widodo? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
yaitu untuk menjelaskan rasionalitas kebijakan investasi asing pro Tiongkok di era 
Joko Widodo. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
1.3.2.1 Manfaat Akademis 
Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi bagi 
peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang kebijakan luar negeri Indonesia 
khususnya kebijakan investasi asing yang pro Tiongkok di era Joko Widodo. 
Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam menganalisa 
hubungan antara Indonesia dan Tiongkok di bidang investasi. 
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1.3.2.2 Manfaat Praktis  
Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi wujud kontribusi positif 
bagi para pembaca khususnya para pengambil kebijakan terkait investasi asing. 
Selain itu, penelitian ini menjadi wadah penulis untuk mengimplementasikan 
pengetahuan yang didapat oleh penulis selama belajar di Program Studi Ilmu 
Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 
1.4 Penelitian Terdahulu 
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan beberapa 
hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan. 
Penelitian pertama ditulis oleh Mohammad Rivaldi Lanti
9
 dalam skripsinya yang 
berjudul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Investasi Asing Joko Widodo 
Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Tiongkok”. Dalam penelitiannya tersebut 
dijelaskan bahwa terkait dengan investasi Tiongkok ke Indonesia, terdapat dua 
kebijakan dan satu perilaku yang menunjukkan bahwa Indonesia mengkhususkan 
investasi Tiongkok di Indonesia. Pertama yaitu terkait dengan proyek kereta cepat 
yang lebih memilih Tiongkok dibandingkan Jepang sebagai partner pembangunan 
infrastruktur yang notabene sebenarnya Indonesia dan Jepang telah bertahun-
tahun menjadi partnernya. Kedua, dibukanya desk khusus investasi Tiongkok di 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menunjukkan bahwa 
Tiongkok menjadi partner prioritas dalam hal investasi. Ketiga, kunjungan 
Presiden yang membawa nota kesepahaman investasi dengan nilai lebih dari USD 
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Mohammad Rivaldi Lanti, E 131 12 27, 2016, Pengaruh Implementasi Kebijakan Investasi Asing 
Joko Widodo Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia – Tiongkok , Skripsi, Makassar: Hubungan 
Internasional, Universitas Hasanuddin.hal. 41 diakses dari 
http://www.repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19135/Mohamad%20Rivaldi%20L
anti.pdf (21/ 03/ 2017, 19.20 WIB). 
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1,667 Miliar semakin membuktikan keseriusan kerjasama investasi antara 
Indonesia dan Tiongkok. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal topik 
yang diangkat yaitu hubungan Indonesia dengan Tiongkok di bidang investasi 
pada masa pemerintahan Joko Widodo. Namun dalam penelitian tersebut hanya 
terbatas pada penjelasan kebijakan investasi antara Indonesia dengan Tiongkok 
tanpa membahas rasionalitas yang mendasari adanya kebijakan tersebut. Selain 
itu, perbedaan juga terdapat pada kerangka analisis yang digunakan oleh penulis. 
 Selain itu, Okta Sari
10
 dalam jurnalnya yang berjudul “Perubahan 
Kebijakan Kerjasama Indonesia  Tiongkok Pada Masa Pemerintahan Jokowi” 
menyebutkan bahwa orientasi kerjasama Indonesia khususnya dalam bidang 
ekonomi di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengkhususkan 
pada negara-negara tertentu melainkan merangkul semua negara dalam hal 
kerjasama ekonomi. Hal tersebut senada dengan prinsip politik luar negeri 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Million Friends Zero Enemy. Namun, 
hal lain justru terlihat di era kepemimpinan Joko Widodo dimana orientasi 
kerjasama ekonomi lebih dikhususkan pada negara tertentu, dalam hal ini 
Tiongkok. Tiongkok menjadi mitra khusus kerjasama ekonomi di Indonesia 
khususnya dalam hal investasi asing.  
Terdapat upaya-upaya yang menujukkan bahwa Indonesia tengah berusaha 
menjalin hubungan yang lebih intens dibidang ekonomi dengan Tiongkok. Salah 
satu upaya yang bisa dilihat yaitu aktifnya Indonesia dalam mempromosikan 
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OktaSari Perubahan Kebijakan Kerjasama Indonesia – Tiongkok Pada Masa Pemerintahan 
Jokowi (2014-2015), JOM Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. .3 , No.1, Universitas Riau, 
hal. 12. diakses dari http://www.jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/9326/8991 
(22/ 03/ 2017, 18.55 WIB). 
7 
 
produk ekspornya dalam ASEAN Tiongkok Expo. Hal tersebut akan mendorong 
signifikansi nilai ekspornya dan juga akan mempengaruhi kualitas hubungan yang 
terjalin dengan Tiongkok. Persamaan penelitian Okta Sari dengan penelitian ini 
yaitu terletak pada objek yang diteliti yaitu kebijakan Indonesia terhadap 
Tiongkok. Namun analisis penelitian tersebut masih luas tanpa adanya batasan 
kebijakan pada satu sektor tertentu. Selain itu, penelitian tersebut lebih 
menekankan pada studi komparasi atau perbandingan di masing-masing era 
pemerintahan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menekankan analisis 
pada rasionalitas pengambilan kebijakan di satu pemerintahan tertentu. 
 Setelah itu penelitian yang serupa juga pernah dilakukan Niken Paramita 
Purwanto
11
 dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Investasi Asing dan Hutang 
Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Dalam jurnalnya, 
disebutkan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, 
pemerintah perlu untuk memberikan kemudahan perizinan. Dalam rangka 
meningkatkan investasi di Indonesia, maka faktor perizinan perlu diperhatikan 
guna mempermudah pemberian pelayanan perizinan investasi dengan cara 
memperbanyak pusat pelayanan pemberian persetujuan atau perizinan investasi 
dengan melimpahkan wewenang dari Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal kepada Gubernur Daerah. Disamping itu, 
menurutnya investasi asing mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi 
yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi tidak hanya melalui transfer teknologi dan 
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Niken Paramita Purwanto dan Dewi Restu Mangeswuri, Pengaruh Investasi Asing dan Hutang 
Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 
Vol 2, No.2, DPR RI, h.23, diakses dari 
http://www.jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/123 (25/ 03/ 2017, 18.20 WIB). 
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perbaikan pengetatan manajemen misalnya dengan pengembangan kualitas dan 
produktivitas sumberdaya manusia. Persamaan penelitian Niken Paramita 
Purwanto dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan pentingnya 
investasi bagi pembangunan nasional di Indonesia serta pembahasan pada upaya – 
upaya yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam menarik minat investor 
asing. Sedangkan perbedannya terletak pada objek penelitian yang diangkat serta 
kerangka analisis yang digunakan. 
 Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Ragimun
12
 dalam working 
paper yang berjudul Analisis “Investasi Tiongkok ke Indonesia Sebelum dan 
Sesudah ACFTA”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa adanya Asean-
Tiongkok Free Trade Area (ACFTA) yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2004 tidak 
memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai investasi Tiongkok di 
Indonesia. Peningkatan yang terjadi hanya terbatas pada sektor perdagangan 
diantara kedua negara tersebut. Rata-rata share total perdagangan Indonesia-
Tiongkok terhadap total perdagangan semua negara dengan Indonesia sebelum 
ACFTA 6,87 persen meningkat menjadi 9,40 persen. Namun hal tersebut tidak 
diikuti dengan peningkatan nilai investasinya di Indonesia. Nilai investasi 
Tiongkok di Indonesia sebelum ACFTA yaitu sebesar 32,43 juta US Dollar dan 
meningkat sedikit menjadi 32,57 juta US Dollar pasca ACFTA. Peningkatan 
tersebut sangatlah kecil yaitu hanya 0,006 persen. Persamaan penelitian Ragimun 
dengan penelitian ini yaitu terletak pada topik investasi yang diangkat serta objek 
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Ragimun, Analisis Investasi Tiongkok ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA, Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia, hal. 29diakses dari 
http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20investasi%20Tiongkok%20ke%20Indo
nesia%20sebelum%20dan%20sesudah%20ACFTA.pdf (28/ 03/ 2017, 17.23 WIB). 
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penelitian yakni Indonesia dengan Tiongkok. Namun penelitian tersebut hanya 
menganalisa pada perubahan nilai investasi Tiongkok di setiap tahunnya tanpa 
membahas kebijakan investasi asingnya. Selain itu perbedaan juga terletak pada 
batasan waktu penelitian serta kerangka analisis yang digunakan.  
Penelitian selanjutnya yaitu dari jurnal Naomi Citra Srikandi
13
 yang 
berjudul “Kepentingan Tiongkok Untuk Menjalin Kerjasama Foreign Direct 
Investment (FDI) Bidang Energi dengan Indonesia”. Dalam jurnalnya disebutkan 
bahwa kerjasama Tiongkok - Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi 
minyaknya melalui investasi yang diimplementasikan melalui CNPC (China 
National Petroleum Corporation) memang sangat efektif dengan melihat 
keberhasilan dari perusahaan milik negara yaitu CNPC dalam memenangkan 
tender dan mendapatkan saham dibeberapa pengilangan minyak yang ada di 
Indonesia. Hal tersebut membuat posisi Tiongkok menjadi semakin kuat dalam 
hal keamanan energinya. Kemudian Indonesia juga dapat menekan biaya untuk 
produksi pembangunan perusahaan baru karena telah memperoleh sokongan dari 
investor Tiongkok. Persamaan penelitian Naomi Citra Srikandi dengan penelitian 
ini yaitu terletak pada topik hubungan investasi Indonesia dengan Tiongkok. 
Namun penelitian tersebut tidak membahas tentang rasionalitas kebijakan yang 
mendasarinya serta adanya perbedaan pada kerangka analisis yang digunakan. 
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Naomi Citra Srikandi, Kepentingan Tiongkok Menjalin Kerjasama Foreign Direct Investment di 
Bidang Energi dengan Indonesia, JOM Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.1 , No.2, 
Universitas Riau, hal. 10. diakses dari 




Tabel 1.1 Posisi Penelitian 



























- Terdapat tiga hal yang bisa 
disimpulkan bahwa Indonesia 
mengkhususkan Tiongkok dalam 
hal investasi Asing di era Joko 
Widodo. 
Pertama, diberikannya proyek 
kereta cepat kepada Tiongkok 
dibanding Jepang yang jelas-jelas 
sudah bertahun-tahun menjadi 
partner kerjasama Indonesia dalam 
hal pembangunan infrastruktur 
Kedua, diberikan desk khusus 
untuk melayani investor Tiongkok 
di Badan Koordinasi Penanaman 
Modal. 
Ketiga, adanya penandatangan 
nota kesepahaman investasi 
Indonesia – Tiongkok dengan 
jumlah terbesar yakni lebih dari 


















- Di era Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono, Tiongkok bukanlah 
mitra dagang utama Indonesia. 
Sedangkan di era Joko Widodo, 
Tiongkok menjadi mitra utama 
dalam perdagangan. 
- Di era Joko Widodo, meskipun 
perekonomian Tiongkok 
mengalami pelambatan, Tiongkok 
tetap dipandang sebagi partner 
yang berprospek dalam hal 
ekonomi terutama sebagai sasaran 
ekspor produk Indonesia.  
- Sebagai upaya mempererat 
hubungan kerjasama ekonomi, 
Indonesia merupakan member 
aktif dalam ASEAN – Tiongkok 
Expo. 
















asing di suatu negara, diperlukan 
kemudahan perizinan dan 
perbaikan kualitas sumber daya 
manusia 















- Pasca pemberlakuan ACFTA 
sejak 2004, tidak ada peningkatan 
yang signifikan atas investasi 
Tiongkok ke Indonesia. 
Peningkatan investasinya hanya 
0,006 persen dibandingkan 
dengan sebelum ACFTA 
- Peningkatan hanya terjadi pada 


















- Hubungan kerjasama yang 
terjalin antara Indonesia – 
Tiongkok dalam kerjasama FDI di 






Pro Tiongkok di 








Rasionalitas kebijakan investasi 
asing pro Tiongkok di era Joko 
Widodo didasarkan pada dua 
alasan yang mampu dipandang 
sebagai peluang. Kedua alasan 
tersebut yakni sebagai berikut: 
1. Adanya Strategi Go 





masuk dalam jumlah 
yang besar dan kurun 
waktu yang cepat.  
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melalui Jalur Sutra 
Tiongkok Abad 21 
dan Poros Maritim 









Selain itu, rasionalitas kebijakan 
investasi asing pro Tiongkok di 
era Joko Widodo juga didasarkan 
atas kalkulasi keuntungan yang 
maksimal dan kerugian yang 
minimal.  
1.5 Kerangka Teori 
Untuk menjelaskan fenomena sebagaimana tergambar dalam latar 
belakang masalah dan juga rumusan masalah diatas, penulis menggunakan 
Rational Choice Theory sebagai pisau analisis untuk menjelaskan rasionalitas 
kebijakan investasi asing Indonesia pro Tiongkok di era Joko Widodo.  
Rational Choice Theory 
Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkoff mendefinisikan bahwa Model 
Pilihan Rasional merupakan suatu proses pengambilan kebijakan dengan tujuan 
memperoleh kepentingan secara maksimal dan memperoleh resiko yang 
minimal.
14
 Hal tersebut tentu menuntut para pengambil kebijakan untuk 
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melakukan pertimbangan yang penuh hati-hati dengan melihat bagaimana situasi 
yang ada baik situasi internal maupun situasi eksternal sebelum akhirnya 
mengambil sebuah keputusan. Segala bentuk pengambilan keputusan yang 
biasanya dimanifestasikan dalam  kebijakan tersebut pada akhirnya akan bermuara 
pada  keputusan yang dinilai rasional. 
 Kegley dalam karyanya yang berjudul World Politics, Trend and 
Transformation juga menjelaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan 
suatu proses intelektual yang memerlukan tahapan-tahapan. Ada empat tahapan 
yang harus dilalui oleh aktor pembuat keputusan untuk memperoleh pilihan yang 
rasional yaitu Problem Recognition and Definition, Goal Selection, Identification 




1. Problem Recognition and Definition 
Tahap ini merupakan tahap pertama dalam proses pembuatan suatu 
keputusan. Dimana sebagai tahap awal, aktor pengambil keputusan diharuskan 
mampu mendefinisikan isu yang tengah ada dan juga mampu menggambarkan 
bagaimana situasi yang ada di lingkungan eksternalnya secara objektif. Dalam 
mendefinisikan isu tersebut secara objektif, dibutuhkan suatu informasi yang 
lengkap dimulai dari tindakan, motivasi, kemampuan, dan karakteristik 
lingkungan eksternal yang mempengaruhinya. 
Dalam hal ini, Indonesia di era Joko Widodo memiliki misi mempercepat 
pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Sektor investasi asing menjadi sumber 





utama untuk memperoleh modal dengan berbagai bentuk serta diharapkan mampu 
merangsang kembali geliat pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dilain sisi, 
Tiongkok di era kepemimpinan Xi Jinping ingin membangun kembali kejayaan di 
sektor maritim melalui visi pembangunan jalur sutra abad 21 namun dihadapkan 
dengan persoalan pelambatan pertumbuhan ekonomi sehingga dikeluarkanlah 
strategi Go Global Tiongkok.  
2. Goal Selection 
Proses kedua dalam rangkaian pengambilan keputusan yaitu goal selection 
atau penentuan tujuan. Pengambil keputusan diharuskan memiliki tujuan yang 
jelas sehingga bisa menentukan bagaimana model atau strategi keputusan yang 
akan diambilnya. Tujuan yang akan dicapai bisa berupa ekonomi, keamanan, 
politik, ataupun yang lainnya. Dalam hal ini, Indonesia memiliki kebijakan terkait 
investasi asing yang pro terhadap Tiongkok. Tujuan dari hal tersebut yaitu untuk 
percepatan pembangunan ekonomi melalui masuknya investasi asing sebesar-
besarnya ke dalam negeri. 
3. Identification of Alternatives 
Setelah menentukan tujuan dan  mengidentifikasi permasalahan yang ada 
baik internal maupun eksternal. Aktor pengambil kebijakan akan dihadapkan pada 
proses pengidentifikasian pada alternatif-alternatif pilihan yang akan muncul. 
Dalam proses ketiga ini, negara haruslah mampu menganalisa setiap peluang yang 
mendasari pengambilan sebuah kebijakan. Selain itu, negara juga dituntut mampu 
mengkalkusi keuntungan dan kerugian dari masing masing alternatif pilihan yang 
akan diambilnya. Dalam hal ini Indonesia dihadapkan dengan dua pilihan untuk 
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mempercepat pembangunan ekonomi dalam negerinya melalui investasi asing. 
Pilihan pertama yaitu membuat kebijakan investasi yang pro negara tertentu atau 
dalam hal ini Tiongkok.  Sedangkan pilihan kedua yaitu tidak memberikan 
spesialisasi atau privilige kepada negara tertentu terkait dengan investasi asing. 
4. Choice 
Setelah melalui berbagai pertimbangan, pada akhirnya aktor pengambil 
kebijakan harus memutuskan satu pilihan paling rasional atas pilihan lainnya yang 
tersedia berdasarkan pertimbangan faktor yang mendorongnya. Dimana keputusan 
tersebut nantinya akan membawa keuntungan yang maksimal atau memiliki 
peluang yang paling menguntungkan dan kerugian yang minimal atau paling 
sedikit. Dalam hal ini, Indonesia di era Presiden Joko Widodo memutuskan untuk 
mengeluarkan kebijakan investasi asing yang pro terhadap negara tertentu, atau 
dalam hal ini Tiongkok. Hal tersebut dianggap lebih menguntungkan bagi 
Indonesia dalam upaya meningkatkan nilai investasi masuk sehingga bisa 
mempercepat pembangunan ekonomi sebagaimana misi percepatan pembangunan 
Presiden Joko Widodo. 
1.6 Metodologi Penelitian 
1.6.1 Level Analisa 
Unit Analisis  : Kebijakan investasi asing Indonesia pro Tiongkok di era   
Joko Widodo 
Unit Eksplanasi : Rasionalitas Indonesia dalam memandang posisi strategis 




Dalam penelitian ini, unit analisis dan unit eksplanasi yang digunakan 
penulis yaitu negara-bangsa. Sehingga penelitian ini menggunakan model analisa 
korelasionis, dikarenakan unit analisa dan unit eksplanasi dalam penelitian ini 
berada pada tingkatan yang sama. 
1.6.2 Metode/ Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 
eksplanatif. Tipe penelitian eksplanatif dilakukan untuk menemukan penjelasan 
tentang alasan terjadinya suatu kejadian. 
16
 Tipe penelitian eksplanatif ini bersifat 
menguji teori dan akan memberikan suatu gambaran mengenai hubungan sebab 
akibat.
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 Melalui penelitian eksplanatif ini, penulis akan menjelaskan rasionalitas 
kebijakan investasi asing pro Tiongkok di era Joko Widodo. 
1.6.3 Teknik Analisa Data 
Secara garis besar tahapan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data yang mana 
data tersebut ditelaah dan diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, serta 
memperdalam beberapa konsep yang dianggap relevan untuk digunakan. Jika 
terdapat data yang tidak digunakan maka akan direduksi. Setelah diperoleh data 
baru yang sesuai, selanjutnya dianalisa sebelum pada akhirnya ditarik kesimpulan 
yang merupakan hasil akhir dari penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deduktif untuk menguji suatu teori.  
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Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal.56. 
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1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka sebagai teknik 
pengumpulan data. Penulis akan mengeksplorasi data yang sesuai dengan 
pembahasan terkait judul penelitian ini yaitu “Rasionalitas Kebijakan Investasi 
Asing Pro Tiongkok di Era Joko Widodo”. Sumber data penelitian yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah melalui library research, yaitu data-data 
yang bersumber dari referensi yang berkaitan seperti buku, jurnal, website resmi, 
dan media massa elektronik. 
1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 
a. Batasan Waktu 
Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu saat Indonesia 
berada dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2014 
sampai tahun 2018 dimana penelitian ini dilakukan. 
b. Batasan Materi 
Batasan Materi atau fenomena juga diperlukan untuk membuat penelitian 
ini menjadi lebih tegas dan jelas. Dalam penelitian ini penulis hanya akan 
berfokus pada rasionalitas Indonesia dalam membuat kebijakan investasi asing 
pro Tiongkok di era Joko Widodo. Rasionalitas tersebut di dorong oleh berbagai 
faktor atau alasan yang mendasari sehingga dapat menghasilkan suatu kebijakan 
yang tepat. 
1.7 Hipotesa 
Rasionalitas kebijakan investasi asing pro Tiongkok di era Joko Widodo 
telah didasarkan pada kalkulasi untung – rugi  serta didasarkan pada dua faktor 
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atau alasan yang dipandang sebagai peluang bagi Indonesia. Adapun kedua faktor 
atau alasan tersebut yaitu sebagai berikut: 
1. Adanya Strategi Go Global Tiongkok yang mampu dibaca pemerintah 
Indonesia sebagai peluang memperoleh investasi masuk dalam jumlah 
yang lebih besar dan kurun waktu yang cepat. 
2. Adanya sinergitas visi pembangunan sektor maritim antara Tiongkok 
dan Indonesia yaitu melalui Jalur Sutra Tiongkok Abad 21 dan Poros 
Maritim Dunia yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk semakin 
mempererat hubungan dengan Tiongkok di bidang investasi, 
khususnya investasi pembangunan infrastruktur. 
1.8 Sistematika Penulisan 
Tabel 1.2 Sistematika Penulisan 
BAB JUDUL BAB ISI BAB 
BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 
1.2 Rumusan Masalah 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.4 Penelitian Terdahulu 
1.5 Teori/ Konsep 
1.6 Metode Penelitian 
1.6.1 Variabel Penelitian dan Level 
Analisa 
1.6.2 Metode/ Tipe Penelitian 
1.6.3 Teknik Analisa Data 
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 
1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 
1.7 Hipotesis 
1.8 Sistematika Penulisan 







2.1 Misi Percepatan Pembangunan Ekonomi 
2.2 Investasi Asing Sebagai Stimulus  
        Pembangunan Ekonomi 
2.3 Tiongkok Sebagai Mitra Strategis Bidang 
Investasi Asing di Era Joko Widodo 
2.4 Kebijakan Investasi Asing Pro Tiongkok 
di Era Joko Widodo 
19 
Indonesia di Era 
Joko Widodo 
2.4.1 Pembukaan Desk Khusus Investor 
Tiongkok 
2.4.2 Penandatanganan Nota 
Kesepahaman Investasi Indonesia - 
Tiongkok 
2.4.3 Pembangunan Kereta Cepat Jakarta 
- Bandung; Beralih Ke Tiongkok
BAB III Rasionalitas 
Kebijakan 
Investasi Pro 
Tiongkok di Era 
Joko Widodo 
3.1 Faktor Pendorong Kebijakan Investasi 
Asing Pro-Tiongkok 
3.1.1 Strategi Go Global Tiongkok Yang 
Mampu Dibaca Indonesia  
3.1.2 Adanya Sinergitas Antara Visi 
Poros Maritim Indonesia  Dengan Jalur 
Sutra Abad 21 Tiongkok 
3.2 Kalkulasi Untung – Rugi Keputusan 
Indonesia ; Kebijakan Investasi Pro Tiongkok 
BAB IV Penutup 4.1 Kesimpulan 
4.2 Saran 
